
 

SURAT KEPUTUSAN   

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA 

Nomor : PO. 002/ PP.IAI/2226/X/2022 

 
Tentang 

  
PERATURAN ORGANISASI  

TENTANG  

PEDOMAN PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI  

KEPENGURUSAN TINGKAT DAERAH DAN CABANG  

IKATAN APOTEKER INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA 

 

Menimbang  :  a. bahwa Rapat Kerja Nasional menetapkan keputusan-keputusan Ikatan yang 

bukan wewenang Kongres sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran 

Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia Pasal 25 ayat (1); 

b. bahwa untuk keseragaman struktur organisasi baik di tingkat daerah maupun 

cabang sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Rumah Tangga Ikatan 

Apoteker Indonesia pasal 41, 42, 43 dan 44, maka perlu dibuat Pedoman 

Penyusunan Struktur Organisasi Kepengurusan Tingkat Daerah dan Cabang 

Ikatan Apoteker Indonesia  

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Surat 

Keputusan tentang Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyusunan 

Struktur Organisasi Kepengurusan Tingkat Daerah dan Cabang Ikatan 

Apoteker Indonesia  

 
Mengingat  :  1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia; 

2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia; 

 

Memperhatikan  :  Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia pada tanggal 15-16 
Oktober 2022 di Surabaya. 
 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan  :  Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. PO. 

002/PP.IAI/2226/X/2022 tentang Peraturan Organisasi tentang Pedoman 

Penyusunan Struktur Organisasi Kepengurusan Tingkat Daerah dan 

Cabang Ikatan Apoteker Indonesia periode 2022-2026. 

 

Pertama : Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi 

Kepengurusan Tingkat Daerah dan Cabang Ikatan Apoteker Indonesia periode 

2022-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. 

 
 
 
 
 



 

 
Kedua :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila 

terdapat kekeliruan.  

 

 

 
Ditetapkan di  :  Surabaya  
Pada tanggal  :  15 Oktober 2022 

  
 

PENGURUS PUSAT 
IKATAN APOTEKER INDONESIA 

 
 

Ketua Umum, 

 

 

 

apt. Noffendri, S.Si 

NA. 29111970010829 

Sekretaris Jendral, 

 

 

 

apt. Lilik Yusuf Indrajaya, S.E., S.Si., MBA 

NA. 05031978031626 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Lampiran Surat Keputusan Nomor : PO.002/PP.IAI/2226/XI/2022 
PEDOMAN PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI 
 KEPENGURUSAN TINGKAT DAERAH DAN CABANG  

IKATAN APOTEKER INDONESIA MASA BAKTI 2022 – 2026 
 
A. STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN TINGKAT DAERAH IKATAN APOTEKER 

INDONESIA MASA BAKTI 2022 – 2026  
 

Pelindung 
Gubernur 

 
Dewan Pakar Daerah  
Ketua merangkap anggota  
Sekretaris merangkap anggota 
Anggota (minimal 3 orang atau lebih dengan jumlah ganjil) 

 
Dewan Penasehat Daerah  
Dewan Penasehat dapat dipilih dari tokoh-tokoh Apoteker yang berada di tingkat 
Daerah 

 
Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia Daerah 
Ketua merangkap anggota  
Sekretaris merangkap anggota 
Anggota (minimal 3 orang atau lebih dengan jumlah ganjil) 

 
Dewan Pengawas Daerah 
Ketua merangkap anggota 
Sekretaris merangkap anggota 
Anggota (minimal 3 orang atau lebih dengan jumlah ganjil) 

 
PENGURUS DAERAH : 
1. Ketua 
2. Wakil Ketua 
3. Sekretaris 
4. Wakil Sekretaris 
5. Bendahara 
6. Wakil Bendahara 
7. Pengurus Bidang sesuai kebutuhan 

 
PENGURUS HARIAN DAERAH : 
1. Ketua 
2. Wakil Ketua 
3. Sekretaris 
4. Wakil Sekretaris 
5. Bendahara 
6. Wakil Bendahara 



 

 
 

BIDANG - BIDANG DAERAH YANG MENANGANI :  
Dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan SDM 

1. Organisasi, Kaderisasi dan Aset 

2. Regulasi, Advokasi & Perlindungan Anggota 

3. Kewirausahaan & Kesejahteraan Anggota 

4. Standar, Sertifikasi, Pendidikan dan Pelatihan 

5. Pendidikan & Pengembangan Karir Apoteker 

6. Teknologi Informasi , Riset dan Publikasi Ilmiah 

7. Halal & Jaminan Kesehatan Nasional 

8. Kerjasama 

9. Humas & Pengabdian Masyarakat 

10. Tim Pengendalian Program & Penjaminan Mutu 

 
HIMPUNAN SEMINAT, DAN ORGAN LAIN 
Himpunan Seminat dan Organ Lain yang dapat dibentuk adalah Himpunan Seminat dan 
Organ yang sudah terbentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Apoteker 
Indonesia, yaitu : 

1. Himpunan Seminat Farmasi Masyarakat ( HISFARMA ) 

2. Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit ( HISFARSI) 

3. Himpunan Seminat Farmasi Industri (HISFARIN ) 

4. Himpunan Seminat Farmasi Distribusi ( HISFARDIS) 

5. Himpunan Seminat Farmasi Obat Tradisional ( HIMASTRA ) 

6. Himpunan Seminat Farmasi Kosmetik ( HIASKOS ) 

7. Himpunan Seminat Farmasi Kesehatan Masyarakat ( HISFARKESMAS) 

8. Indonesian Young Pharmacist Group ( IYPG ) 

9. Perhimpunan Farmasi Militer Indonesia (PFMI) 

10. Perhimpunan Saintis Farmasi Indonesia (PSFI) 

 
KOMITE, TIM ATAU PANITIA 
Apabila dipandang perlu, Pengurus Daerah dapat membentuk Komite, Tim atau Panitia 
untuk mendukung tugas dan fungsi pengurus. 

 
Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Bidang 

A. Tugas Pokok 
Membantu Ketua merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, monitoring 
dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja. 

B. Tugas Fungsi 
- Penyusunan program kerja dan rencana anggaran biaya; 

- Pelaksanaan program kerja; 

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja; 

- Pelaporan pelaksanaan program kerja; 



 

 

 

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua; 

- Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur); 

- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder. 

 
Luaran Masing-masing bidang 

1. Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Aset  

- Terciptanya organisasi yang akuntabel, kredibel, transparan, bertanggung jawab 

dan  adil; 

- Terciptanya kader yang memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi terhadap 

organisasi; 

- Terciptanya optimalisasi tata kelola aset organisasi. 

2. Bidang Regulasi, Advokasi & Perlindungan Anggota 

- Terlaksananya pelayanan keanggotaan berbasis teknologi informasi; 

- Tersosialisasinya program, peraturan dan kegiatan IAI kepada stakeholder; 

- Terciptanya kepuasan anggota; 

- Terlaksananya riset daerah dalam bidang profesi dan organisasi. 

3. Bidang Kewirausahaan dan Kesejahteraan Anggota 

- Terwujudnya jiwa kewirausahaan Apoteker melalui training kewirausahaan 

yang berkelanjutan. 

- Meningkatnya praktik profesi Apoteker secara mandiri 

- Terbentuknya unit usaha daerah 

- Terstandarnya jasa profesi Apoteker di bidang praktiknya sesuai dengan  

kebijakan PP IAI. 

4. Standar, Sertifikasi, Pendidikan dan Pelatihan 

- Terstandarnya praktik kefarmasian 

- Terciptanya peningkatan mutu penyelenggaraan kegiatan pendidikan 

berkelanjutan  sesuai standar yang ditetapkan. 

- Terlaksananya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sesuai dengan standar 

yang ditetapkan PP IAI 

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan berkelanjutan 

bersama Himpunan  Seminat. 

5. Bidang Pendidikan & Pengembangan Karir Apoteker 

- Menjaga dan meningkatkan kompetensi anggota 

- Mengadakan serta menyelenggarakan kegiatan pertemuan/seminar ilmiah di   

tingkat regional, nasional dan internasional berkoordinasi dengan PP IAI. 

6. Bidang Teknologi Informasi , Riset dan Publikasi Ilmiah 

- Mengelola sistem informasi yang dikembangkan oleh Pengurus Pusat secara 

Konsisten 



 

 

 

- Melakukan pengkajian terkait isu-isu strategis terkait kefarmasian untuk 

dikembangkan dalam penelitian 

- Mendorong peningkatan publikasi ilmiah ke jurnal bereputasi 

7. Bidang Halal & Jaminan Kesehatan Nasional 

- Mendorong anggota untuk mendapatkan jaminan kesehatan nasional dari setiap 

sarana prakteknya 

- Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait halal sesuai standar 

- Melakukan kerjasama dengan Lembaga di bidang penyelenggaraan halal dan 

berkoordinasi dengan bidang Kerjasama. 

8. Bidang Kerjasama 

- Menjalin dan membina hubungan dan kerjasama dengan stakeholder di tingkat 

regional, nasional dan internasional berkoordinasi dengan PP IAI 

- Terselenggaranya pedoman/petunjuk teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

organisasi lingkungan penyelenggaraan kerjasama internasional, nasional dan 

regional berkoordinasi dengan PP IAI. 

9. Bidang Humas Dan Pengabdian Masyarakat 

- Terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat yang sejalan dengan program 

pemerintah dan organisasi 

- Mempublikasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi dan anggota untuk 

membangun citra dan reputasi organisasi 

- Membangun jaringan antar organisasi dan/atau birokrasi   

 
 
B. STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN TINGKAT CABANG IKATAN APOTEKER 

INDONESIA MASA BAKTI 2022 – 2026 
 

1. Kabupaten atau Kota dapat membentuk Kepengurusan Cabang IKATAN APOTEKER 

INDONESIA apabila memiliki minimal 6 (enam) orang Apoteker atas persetujuan 

Pengurus Daerah IKATAN APOTEKER INDONESIA setempat. 

2. Kabupaten atau Kota yang memiliki kurang dari 6 (enam) orang Apoteker dapat 

bergabung dengan Pengurus Cabang di Kabupaten/Kota terdekat (PO 06/PO/PP- 

IAI/V.2010 tentang Status dan Kewenangan PC ). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Pelindung 
Bupati/Walikota 

 
Dewan Penasehat Cabang 
Dewan Penasehat dapat dipilih dari tokoh-tokoh Apoteker yang berada di tingkat 
Cabang 

 
PENGURUS CABANG 
1. Ketua 
2. Wakil Ketua 
3. Sekretaris 
4. Bendahara 
5. Bidang-Bidang sesuai kebutuhan 

 

TIM atau PANITIA 
1. Apabila dipandang perlu Pengurus Cabang dapat membentuk Tim atau Panitia 

untuk mendukung tugas dan fungsi pengurus. 

2. Jenis dan jumlah Tim di Pengurus Cabang dapat disesuaikan dengan  

mempertimbangkan jumlah anggota. 

 

Pengurus Harian Cabang 
1. Ketua 

2. Wakil Ketua 

3. Sekretaris 

4. Bendahara 

 
 

BIDANG-BIDANG CABANG 

Minimal Bidang yang harus ada 
1. Organisasi, Kaderisasi dan Aset 

2. Regulasi, Advokasi & Perlindungan Anggota 

3. Kewirausahaan & Kesejahteraan Anggota 

Bila dibutuhkan dapat menyesuaikan dengan Bidang yang ada ditingkat Daerah 
 
 

TIM-TIM CABANG 

1. Tim Peningkatan Kompetensi Apoteker 

2. Tim Advokasi dan Kerjasama 

3. Tim Rekomendasi dan Mutasi 

4. Tim Resertifikasi 

5. Tim Pengabdian Masyarakat dan Tanggap Bencana 

 

 



 

 

 

Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Bidang 

A. Tugas Pokok 

Membantu Ketua merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, monitoring 
dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja. 

B. Tugas Fungsi 
- Penyusunan program kerja dan rencana anggaran biaya; 

- Pelaksanaan program kerja; 

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja; 

- Pelaporan pelaksanaan program kerja; 

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua. 

- Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur); 

- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder. 

 

Luaran Masing-masing bidang 

1. Bidang Organisasi Kaderisasi dan Aset 

- Terciptanya Organisasi yang akuntabel, kredibel, transparan, bertanggung jawab  

dan adil. 

- Terciptanya pelayanan prima kepada anggota. 

2. Bidang Ilmiah dan Pendidikan Berkelanjutan 

- Terciptanya penyelenggaraan kegiatan pendidikan berkelanjutan sesuai standar 

yang ditetapkan. 

3. Bidang Kesejahteraan 

- Terlaksananya penerapan jasa profesi Apoteker di bidang praktiknya sesuai 

dengan kebijakan PP IAI. 

4. Tim Peningkatan Kompetensi Apoteker 

- Terlaksananya kegiatan pendidikan berkelanjutan sesuai dengan standar yang     

ditetapkan. 

5. Tim Pengabdian Masyarakat dan Tanggap Bencana. 

- Terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat yang sejalan dengan program- 

program pemerintah dan organisasi 

- Tersedianya Apoteker Tanggap Bencana di daerah rawan bencana (sesuai  

prioritas) yang mampu berperan aktif pada saat terjadi bencana. 

6. Tim Rekomendasi dan Mutasi 

- Terbitnya rekomendasi praktik Apoteker sesuai dengan peraturan organisasi 

- Terbitnya mutasi anggota sesuai dengan peraturan organisasi. 

 

 



 

 

7. Tim Advokasi dan Kerjasama 

- Berperan dalam memberikan masukan terhadap penyusunan dan pelaksanaan   

Peraturan  Perundang-undangan di bidang kefarmasian melalui PD IAI 

- Terbitnya MOU/Perjanjian Kerjasama sesuai dengan format dari PP IAI serta 

berkoordinasi dengan PD IAI untuk memastikan tidak bertentangan dengan 

ketentuan organisasi 

- Terciptanya kesadaran dan ketaatan anggota dalam menjalankan regulasi di 

bidang kefarmasian. 

- Terlaksananya advokasi hukum bagi stakeholder dan anggota terkait praktik 

profesi Apoteker 

- Terverifikasinya semua kebijakan yang dikeluarkan Pengurus Cabang oleh 

Pengurus Daerah  IAI. 

 
 
 

Ditetapkan di :  Surabaya  
Pada tanggal  :  15 Oktober 2022 

  

PENGURUS PUSAT 
IKATAN APOTEKER INDONESIA 

 
Ketua Umum, 

 

 

 

apt. Noffendri, S.Si 

NA. 29111970010829 

Sekretaris Jendral, 

 

 

 

apt. Lilik Yusuf Indrajaya, S.E., S.Si., MBA 

NA. 05031978031626 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

Lampiran: 

Tingkat Pusat Tingkat Daerah Tingkat Cabang 

Pelindung Pelindung   

Penasehat Penasehat   

Dewan Kehormatan -   

Dewan Pakar Pusat Dewan Pakar Daerah   

Dewam Pengawas Pusat Dewan Pengawas Daerah - 

Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia Pusat (MKEAI Pusat) Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia Pusat 

(MKEAI Daerah) 
- 

PENGURUS PUSAT PENGURUS DAERAH PENGURUS CABANG 

Pengurus Harian Pengurus Harian   

Ketua Umum Ketua Ketua 

Wakil Ketua Umum I Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Aset  Wakil Ketua Umum I Bidang Organisasi, 

Kaderisasi dan Aset  

Wakil Ketua Umum I 

Bidang Organisasi, 

Kaderisasi dan Aset  

Wakil Ketua Umum II Bidang Regulasi, Advokasi & 

Perlindungan Anggota 

Wakil Ketua Umum II Bidang Regulasi, Advokasi 

& Perlindungan Anggota 

Wakil Ketua Umum II 

Bidang Regulasi, 

Advokasi & 

Perlindungan Anggota 

Wakil Ketua Umum III Bidang Kewirausahaan & Kesejahteraan 

Anggota 

Wakil Ketua III Bidang Kewirausahaan, 

Kesejahteraan dan Pengembangan Karir Anggota 

Wakil Ketua III Bidang 

Kewirausahaan, 

Kesejahteraan dan 

Pengembangan Karir 

Anggota 



 

Tingkat Pusat Tingkat Daerah Tingkat Cabang 

Wakil Ketua Umum IV Bidang Standar, Sertifikasi, Pendidikan 

dan Pelatihan 

Wakil Ketua IV Bidang Resertifikasi dan 

Pelayanan Anggota 

Wakil Ketua IV Bidang 

Resertifikasi dan 

Pelayanan Anggota 

Wakil Ketua Umum V Bidang Pendidikan dan Pengembangan 

Karir Apoteker 

Wakil Ketua V Bidang Sistem Informasi, Ilmiah 

dan Pendidikan Berkelanjutan 

Wakil Ketua V Bidang 

Sistem Informasi, Ilmiah 

dan Pendidikan 

Berkelanjutan 

Wakil Ketua Umum VI Bidang Teknologi Informasi, Riset dan 

Publikasi Ilmiah 

Wakil Ketua Umum VI Bidang Humas, 

Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat 

Wakil Ketua Umum VI 

Bidang Humas, 

Kerjasama dan 

Pengabdian Masyarakat 

Wakil Ketua Umum VII Bidang Halal & Jaminan Kesehatan 

Nasional 

Wakil Ketua Umum VIII Bidang Kerjasama 

Wakil Ketua Umum IX Bidang Humas & Pengabdian 

Masyarakat 

Sekretaris Jenderal Sekretaris Sekretaris 

Wakil Sekretaris Jenderal I Bidang Organisasi, Kaderisasi dan 

Aset  

Wakil Sekretaris I Bidang Organisasi, Kaderisasi 

dan Aset  

Wakil Sekretaris I 

Bidang  Organisasi, 

Kaderisasi, Regulasi, 

Advokasi dan Aset  
Wakil Sekretaris Jenderal II Bidang Regulasi, Advokasi & 

Perlindungan Anggota 

Wakil Sekretaris II Bidang Regulasi, Advokasi & 

Perlindungan Anggota 

Wakil Sekretaris Jenderal III Bidang Kewirausahaan & 

Kesejahteraan Anggota 

Wakil Sekretaris III Bidang Kewirausahaan, 

Kesejahteraan dan Pengembangan Karir Anggota 

Wakil Sekretaris II 

Bidang Kewirausahaan, 

Kesejahteraan dan 

Pengembangan Karir 

Anggota 

Wakil Sekretaris Jenderal IV Bidang Standar, Sertifikasi, 

Pendidikan dan Pelatihan 

Wakil Sekretaris IV Bidang Resertifikasi dan 

Pelayanan Anggota 

Wakil Sekretaris III 

Bidang Ilmiah, 



 

Tingkat Pusat Tingkat Daerah Tingkat Cabang 

Resertifikasi dan 

Pelayanan Anggota 

Wakil Sekretaris Jenderal V Bidang Pendidikan dan 

Pengembangan Karir Apoteker 

Wakil Sekretaris V Bidang Sistem Informasi, 

Ilmiah dan Pendidikan Berkelanjutan 

Wakil Sekretaris IV 

Bidang Sistem Informasi, 

Ilmiah dan Pendidikan 

Berkelanjutan 

Wakil Sekretaris Jenderal VI Bidang Teknologi Informasi, Riset 

dan Publikasi Ilmiah 
Wakil Sekretaris VI 

Bidang Humas, 

Kerjasama dan 

Pengabdian Masyarakat 

Wakil Sekretaris Jenderal VII Bidang Halal & Jaminan 

Kesehatan Nasional 

Wakil Sekretaris VI Bidang Halal dan Jaminan 

Kesehatan Nasional 

Wakil Sekretaris Jenderal VIII Bidang Kerjasama 
Wakil Sekretaris VII Bidang Humas, Kerjasama 

dan Pengabdian Masyarakat 
Wakil Sekretaris Jenderal IX Bidang Humas & Pengabdian 

Masyarakat 

Bendahara Umum Bendahara Bendahara 

Wakil Bendahara Umum I Wakil Bendahara   Wakil Bendahara  

Wakil Bendahara Umum II -   

Bidang-Bidang     

I. Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Aset  

I. Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Aset  
I. Bidang Organisasi, 

Kaderisasi, Regulasi, 

Advokasi dan Aset  

1. Bidang Tata Kelola Organisasi 

2. Bidang Kaderisasi 

3. Bidang Tata Kelola Aset 

II. Bidang Regulasi, Advokasi & Perlindungan Anggota 
II. Bidang Regulasi, Advokasi & Perlindungan 

Anggota 
4. Bidang Kajian Hukum 

5. Bidang Advokasi & Perlindungan Anggota 

III. Bidang Kewirausahaan & Kesejahteraan Anggota III. Bidang Kewirausahaan, Kesejahteraan dan 

Pengembangan Karir Anggota 

II. Bidang 

Kewirausahaan, 6. Bidang Kewirausahaan 



 

Tingkat Pusat Tingkat Daerah Tingkat Cabang 

7. Bidang Kesejahteraan Anggota Kesejahteraan dan 

Pengembangan Karir 

Anggota 

IV. Bidang Standar, Sertifikasi, Pendidikan dan Pelatihan 
IV. Bidang Resertifikasi dan Pelayanan Anggota 

 CPD, resertifikasi, preseptor, dan praktek  

kefarmasian 
III. Bidang Ilmiah, 

Resertifikasi dan 

Pelayanan Anggota 

- Mutasi, Rekomendasi 

dan praktek kefarmasian 

- Pendidikan 

Berkelanjutan 

8. Bidang Standar 

9. Bidang Resertifikasi 

10. Bidang Pendidikan & Pelatihan 

V. Bidang Pendidikan dan Pengembangan Karir Apoteker 

V. Bidang Sistem Informasi, Ilmiah dan 

Pendidikan Berkelanjutan 

11. Bidang Pendidikan Apoteker 

12. Bidang Apoteker Spesialis 

13. Bidang Apoteker Advance 

14. Bidang Jabatan Fungsional 

VI. Bidang Teknologi Informasi, Riset dan Publikasi Ilmiah 

15. Bidang Teknologi Informasi 

16. Bidang Riset & Publikasi llmiah 

VII. Bidang Halal & Jaminan Kesehatan Nasional 

VI. Bidang Halal & Pengabdian Masyarakat - 17. Bidang Jaminan Halal 

18. Bidang Jaminan Kesehatan Nasional 

VIII. Bidang Kerjasama 

VII. Bidang Humas, Kerjasama dan Pengabdian 

Masyarakat 

IV. Bidang Humas, 

Kerjasama dan 

Pengabdian Masyarakat 

19. Bidang Kerjasama Antar Lembaga 

20. Bidang Kerjasama Internasional 

IX. Bidang Humas & Pengabdian Masyarakat 

21. Bidang Humas 

22. Bidang Pengabdian Masyarakat 

X. Tim Pengendalian Program & Penjaminan Mutu - 



 

Tingkat Pusat Tingkat Daerah Tingkat Cabang 

23. Pengendalian Program VIII. Tim Pengendalian Program & Penjaminan 

Mutu 24. Penjaminan Mutu 

XI. Koordinator Wilayah XI. Koordinator Wilayah   

XII. Himpunan Seminat XII. Himpunan Seminat 

- 

1. HISFARMA 1. HISFARMA 

2. HISFARSI 2. HISFARSI 

3. HISFARIN 3. HISFARIN 

4. HISFARDIS 4. HISFARDIS 

5. HIMASTRA 5. HIMASTRA 

6. HIASKOS 6. HIASKOS 

7. HISFARKESMAS 7. HISFARKESMAS 

XIII. Perhimpunan XIII. Perhimpunan 

1. IYPG 1. IYPG 

2. Apoteker Tanggap Bencana (ATB) 2. Apoteker Tanggap Bencana (ATB) 

3. Perhimpunan Farmasi Militer Indonesia (PFMI) 3. Perhimpunan Farmasi Militer Indonesia (PFMI) 

4. Perhimpunan Saintis Farmasi Indonesia (PSFI) 4. Perhimpunan Saintis Farmasi Indonesia (PSFI) 

 
Note:  

- Jumlah wakil ketua dan wakil sekretaris disesuaikan dengan kebutuhan pada tingkat daerah dan cabang 

- Wakil Ketua dan wakil sekretaris dapat mengkoordinir beberapa bidang 

 


